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UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta 
 
Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4  
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang 
terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. 
Pembatasan Pelindungan Pasal 26  
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku 
terhadap: 
i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan 

peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;  
ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan 

penelitian ilmu pengetahuan;  
iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan 

pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman 
sebagai bahan ajar; dan  

iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan 
yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan 
tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran. 

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang 
Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan 
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
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KATA PENGANTAR  

 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat 

dan berkah yang diberikan sehingga buku Mengenal dan 

Memahami Perjanjian Dalam Asuransi Jiwa ini dapat 

tersusun. Penyusunan buku ini tidak lepas dari kontribusi 

berbagai pihak. Oleh karena itu kami mengucapkan terima 

kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan 

mendukung untuk penerbitan buku ini. Ucapan terima kasih 

kami kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Bhayangkara Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.M., 

M.H serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu, dari kami tim penyusun Esther Masri, Hirwansyah 

dan Rabiah Al Adawiah. 

Perjanjian asuransi khususnya asuransi jiwa adalah 

perjanjian antara para pihak secara bertimbal balik. 

Sehingga penting untuk mengetahui prinsip-prinsip dalam 

perjanjian tersebut agar dapat diterapkan sesuai dengan 

prinsip hukum perjanjian. Buku ini berisi tentang 

Pengenalan terhadap Perjanjian Asuransi Jiwa yang terdiri 

dari 4 (empat) Bab sebagai berikut:  

Bab I :  Konsep Hukum Perjanjian 

Bab II :  Konsep Hukum Asuransi 

Bab III :  Perjanjian Dalam Asuransi Jiwa 

Bab IV :  Kesimpulan 

Buku ini juga menjelaskan tentang konsep Hukum 

Perjanjian yang meliputi definisi perjanjian, asas-asas 

hukum perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian dan 
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jenis-jenis perjanjian. Semoga buku ini bermanfaat dan 

dapat menjadi sumber referensi terhadap hukum perjanjian 

asuransi jiwa di Indonesia.  

 

 

 

Hormat Kami 

Bekasi, Januari 2021 

 

 

Tim Penyusun 
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KATA PENGANTAR PENERBIT 

 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, 

karena atas rahmat dan karuniaNya, Penerbit Deepublish 

dapat menerbitkan sebuah buku referensi, dengan judul 

Mengenal dan Memahami Perjanjian Dalam Asuransi Jiwa. 

Dalam rangka menyediakan serta memanfaatkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, buku ini diharapkan dapat 

menambah pemahaman pembaca dalam hal hukum 

perjanjian. Buku ini memaparkan asas-asas hukum 

perjanjian, syarat-syarat sahnya dan jenis-jenis perjanjian. 

Selain itu buku ini menjelaskan juga mengenai konsep 

hukum asuransi, dan perjanjian dalam asuransi jiwa.  

Kami mengucapkan terima kasih kepada penulis yang 

telah memberikan perhatian, kepercayaan dan kontribusi 

demi kesempurnaan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat 

bagi pembaca,  serta dapat mencerdaskan, memuliakan 

umat manusia dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan 

teknologi di Tanah Air pada umumnya. 

 

 

Hormat Kami,  

 

 

Penerbit Deepublish 
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BAB I 

 

KONSEP HUKUM PERJANJIAN 
 

 

 

 

A. Definisi Perjanjian. 

Istilah perjanjian dalam Bahasa Belanda adalah 

overeenskomst atau agreement dalam Bahasa Inggris. 

Kata perjanjian menunjukkan adanya kesepakatan antara 

kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian atau 

persetujuan. Dalam bahasa inggris, hukum perjanjian 

dikenal dengan istilah contract yang dalam penerapannya 

sering diartikan sama dengan perjanjian. Saat ini 

pemakaian istilah hukum kontrak memberikan penekanan-

penekanan terhadap: 

1. Hukum kontrak mengatur perjanjian-perjanjian 

tertulis.  

2. Hukum kontrak adalah hukum yang mengatur 

perjanjian atau persetujuan bisnis saja. 

3. Hukum kontrak mengatur perjanjian internasional, 

multinasional dan dengan perusahaan-perusahaan 

multinasional. 

4. Hukum kontrak mengatur mengenai perjanjian, dan 

pemenuhan prestasinya dilaksanakan oleh kedua 

pihak. Memberikan makna yang janggal jika istilah 

kontrak digunakan untuk kontrak hibah atau kontrak 

warisan.  
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Rumusan perjanjian yang terdapat pada Pasal 1313 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, memiliki 

kelemahan yaitu kurang lengkap sebab diartikan sebagai 

perjanjian atau persetujuan sepihak dan sangat luas karena 

hanya menyebutkan perbuatan saja. Jadi, perjanjian adalah 

suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum 

berdasarkan kesepakatan para pihak. 

 

B. Asas-Asas Hukum Perjanjian. 

1. Asas Kebebasan Berkontrak. 

Kebebasan bagi para pihak untuk mengadakan 

perjanjian, menentukan bentuk dan isi perjanjian asalkan 

tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban 

umum. Asas ini merupakan implementasi dari sistem yang 

dianut dalam hukum perjanjian yaitu sistem terbuka.  

 

2. Asas Konsensualisme. 

Suatu perjanjian sah dan mengikat saat tercapai 

kesepakatan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian.  

 

3. Asas Pacta Sunt Servanda. 

Asas yang berhubungan dengan mengikatnya 

perjanjian. Perjanjian yang telah dibuat berlaku sah dan 

mengikat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. 

Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana  
satu orang  atau lebih mengikatkan dirinya  

terhadap satu orang lain atau lebih. 
Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata 

(KUHPerdata) 
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4. Asas Itikad Baik.  

Kejujuran para pihak dalam melakukan perbuatan 

hukum dan beritikad baik dalam pelaksanaan perjanjian 

yang didasarkan pada norma kepatutan.  

 

5. Asas kepribadian. 

 Perjanjian yang dibuat oleh seseorang hanya untuk 

dirinya sendiri.  

 

C. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian. 
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1. Kesepakatan para pihak. 

Adanya persesuaian kehendak dari para pihak. Para 

pihak telah sepakat dan setuju untuk melaksanakan 

perjanjian.  

 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 

 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan adalah 

penting dalam pembuatan suatu perjanjian yang bertujuan 

untuk mengetahui dengan pihak mana perjanjian tersebut 

dibuat dan bagaimana kedudukan para pihak tersebut di 

depan hukum.  

 

3. Suatu hal tertentu. 

 Sesuatu yang menjadi objek dalam perjanjian 

sebagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para 

pihak. Apakah yang menjadi objeknya harta kekayaan, jiwa 

seseorang, perbuatan hukum atau yang lainnya.  

 

4. Suatu sebab yang halal. 

Isi dari suatu perjanjian haruslah mengenai hal-hal 

yang halal yaitu tidak melanggar undang-undang, 

kesusilaan dan ketertiban umum.  

Sepakat dan cakap merupakan syarat subjektif sebab 

berhubungan dengan orang-orang yang mengadakan 

perjanjian. Jika kedua syarat tersebut tidak terpenuhi maka 

memberikan kemungkinan untuk dilakukan pembatalan 

perjanjian atau perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan 

suatu hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat 

objektif karena menyangkut objek persetujuan atau 

perjanjian. Apabila syarat ini tidak terpenuhi dan terdapat 
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cacat pada objeknya mengakibatkan perjanjian tersebut 

batal demi hukum.  

 

D. Jenis-jenis Perjanjian. 

1.  Berdasarkan hak dan kewajiban kedua belah 

pihak. 

a. Perjanjian Sepihak merupakan perjanjian atau 

persetujuan yang membebankan kewajiban pada satu 

pihak dan membebankan hak pada pihak lainnya, 

contoh perjanjian pinjam pakai. 

b. Perjanjian Timbal Balik, perjanjian ini membebankan 

hak dan kewajiban kepada para pihak, seperti 

perjanjian sewa menyewa dan jual beli. 

 

2. Berdasarkan keuntungan yang diperoleh. 

a. Perjanjian cuma-cuma, berdasarkan perjanjian ini, 

keuntungan diberikan hanya pada satu pihak saja. 

Contoh: perjanjian hibah. 

b. Perjanjian dengan alas hak yang membebani atau 

atas beban yaitu perjanjian atas prestasi dari salah 

satu pihak yang selalu didasari atas kontra prestasi 

pihak lainnya. Antara kedua prestasi tersebut saling 

berhubungan berdasarkan hukum. 

 

3. Segi nama dan pengaturan. 

a. Perjanjian bernama (nominaat) yaitu perjanjian yang 

diberi nama oleh pembentuk undang-undang dan 

memiliki nama khusus yang terdapat dalam 

KUHPerdata. Contoh perjanjian jual beli, sewa 

menyewa, perjanjian penitipan barang. 
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b. Perjanjian tidak bernama (innominaat) yaitu perjanjian 

yang ada dan berkembang dalam masyarakat seperti 

perjanjian sewa guna usaha atau leasing. 

 

4. Segi tujuan perjanjian. 

a. Perjanjian kebendaan merupakan persetujuan atau 

perjanjian pengalihan atau penyerahan hak atas 

suatu benda.  

b. Perjanjian obligatoir yaitu perjanjian yang 

menimbulkan kewajiban bagi para pihak. 

c. Perjanjian liberatoir yaitu perjanjian atau persetujuan 

yang membebaskan para pihak dari suatu kewajiban. 

 

5. Dari cara terbentuknya perjanjian. 

a. Perjanjian konsensual terjadi dan mengikat sejak 

adanya konsensus atau kata sepakat dari para pihak. 

b. Perjanjian riil merupakan perjanjian yang mengikat 

apabila disertai dengan perbuatan nyata. 

c. Perjanjian formal adalah perjanjian dalam bentuk 

tertentu, misalnya jual beli tanah dengan akta PPAT 

atau akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.  
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BAB II 

 

KONSEP HUKUM ASURANSI 
 

 

 

 

Istilah asuransi dalam bahasa Inggris disebut 

insurance. Dalam Bahasa Indonesia digunakan istilah 

pertanggungan yang diadopsi dari KBBI sedangkan bahasa 

Belanda asuransi dikenal istilah Assurantie dan untuk 

pertanggungan disebut verzekering. 

Ketentuan-ketentuan mengenai lembaga asuransi 

terdapat dalam Burgerlijk Wetboek (BW) sejak sebelum 

kemerdekaan Indonesia. KUHPerdata tidak mengatur 

secara khusus tentang asuransi tetapi pengaturannya 

terdapat dalam KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang. 

Asuransi secara khusus diatur dalam Undang-

Undang Perasuransian yaitu Nomor 40 Tahun 2014. Dalam 

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 

tersebut, dinyatakan bahwa Asuransi merupakan perjanjian 

dua pihak antara perusahaan asuransi dan pemegang polis 

sebagai dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima 

pembayaran premi sebagai imbalan untuk:  
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 b.  Memberikan pembayaran yang 
didasarkan pada meninggalnya 
tertanggung atau pembayaran yang 
didasarkan pada hidupnya tertanggung 
dengan manfaat yang besarnya telah 
ditetapkan dan/atau didasarkan pada 
hasil pengelolaan dana. 

a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau 
pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya 
yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung 
jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin 
diderita tertanggung atau pemegang polis karena 
terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau 
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Definisi asuransi juga terdapat dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246 yang 

menyatakan bahwa asuransi merupakan perjanjian antara 

seorang penanggung dan tertanggung, dalam hal ini 

penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena 

menerima pembayaran premi guna memberikan 

penggantian atas suatu kerugian yang diderita tertanggung 

disebabkan peristiwa tidak tertentu.  

Dari pengertian tersebut, terdapat unsur-unsur dalam 

asuransi yaitu: 

1. Terjadinya perikatan antara penanggung dan 

tertanggung didasari karena adanya perjanjian. 

2. Tertanggung harus membayar premi asuransi kepada 

penanggung. 

3. Penanggung memberikan ganti kerugian kepada 

tertanggung apabila adanya klaim atau masa 

perjanjian selesai. 

4. Terjadinya peristiwa (evenemen) disebabkan 

kemungkinan adanya risiko.  

 

 

Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan 
perusahaan asuransi jiwa. 
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Usaha asuransi jiwa, anuitas, asuransi kesehatan, 

dan usaha asuransi kecelakaan diri hanya dapat 

diselenggarakan oleh perusahaan asuransi jiwa, 

sedangkan usaha reasuransi hanya dapat diselenggarakan 

oleh perusahaan reasuransi.  

 

 
 

1. Agen Asuransi  

Tenaga pemasar asuransi atau agen asuransi 

merupakan ujung tombak bagi perusahaan asuransi jiwa 

dalam memasarkan produk kepada nasabah. Produk 

asuransi jiwa merupakan produk jasa yang tergolong 

kompleks sehingga butuh metode pemasaran yang tepat 

Perusahaan asuransi umum hanya dapat 
menyelenggarakan: 
a. Usaha Asuransi Umum, termasuk usaha asuransi 

kesehatan dan usaha asuransi kecelakaan diri. 
b. Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi 

Umum lain. 

Para pihak yang berasal dari dalam perusahaan (internal) 
yaitu agen asuransi dan penyeleksi risiko (underwriter). 
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dengan menyesuaikan kondisi pasar, calon tertanggung, 

produk asuransi tersebut. 

 

2. Penyeleksi Risiko (Underwriter)  

Seleksi risiko yaitu penggolongan dan penaksiran 

tingkat risiko terhadap calon tertanggung. Seleksi risiko 

atau underwriting merupakan tahapan penting sebelum 

dilakukan penutupan asuransi.  

Pada tahap ini, seseorang yang akan mengikuti 

program asuransi jiwa melalui suatu proses penilaian dan 

klasifikasi risiko. Seleksi risiko dan pengambil keputusan 

untuk menerima dan menolak permohonan asuransi dari 

calon tertanggung adalah tugas dari seorang underwriter. 

 

 

 

 
  

Masa berlaku asuransi akan didasarkan 
pada penutupan yang terjadi, di mana 
hak dan kewajiban penanggung dan 
tertanggung akan timbul pada saat 
ditutupnya asuransi walaupun polis 
belum diterbitkan. 
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Berikut istilah-istilah yang terdapat dalam asuransi: 

1. Polis Asuransi. 

Perjanjian antara para pihak yaitu pihak penanggung 

dan tertanggung dalam bentuk surat yang berupa 

polis. Kedua pihak wajib memahami ketentuan yang 

terdapat dalam polis asuransi sebagai bukti untuk 

mengajukan asuransi dari pihak tertanggung.  

2. Pemohon (Applicant). 

Merupakan pihak yang melakukan pengajuan 

asuransi kepada penanggung. 

3. Policy Owner atau Pemegang Polis. 

Merupakan pihak yang berwenang sebagai 

pemegang polis yang telah disetujui. 

4. Tertanggung (Insured). 

Tertanggung adalah pihak yang diasuransikan 

berdasarkan perjanjian asuransi yang telah 

disepakati. 

5. Beneficiary yakni penerima manfaat atau faedah 

asuransi. Beneficiary biasanya orang terdekat dalam 

hal ini suami, istri dan anak tertanggung. 

6. Uang Pertanggungan merupakan tanggung jawab 

penanggung atas penggantian ganti kerugian apabila 

terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian 

bagi tertanggung. 

7. Premi yaitu pembayaran dengan sejumlah uang oleh 

tertanggung selama masa asuransi berdasarkan 

kesepakatan para pihak. 

8. Nilai Tunai 

Pengembalian uang kepada tertanggung apabila 

timbul peristiwa yang mengakibatkan berakhirnya 

perjanjian sebelum waktu yang ditentukan. 
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Tujuan asuransi:  

1. Mengalihkan risiko dari pihak tertanggung kepada 

pihak penanggung apabila terjadi kehilangan nyawa, 

kerusakan atau kehilangan barang sebagai akibat 

terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan penderitaan 

atau kerugian ekonomi terhadap tertanggung. 

2. Menerima pembayaran ganti rugi yang dialami dan 

diderita pihak tertanggung. 
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BAB III 

 

PERJANJIAN DALAM ASURANSI JIWA 
 

 

 

 

Perjanjian asuransi merupakan landasan dari suatu 

hubungan hukum bagi para pihak yang terdapat dalam 

polis asuransi. Asuransi adalah perjanjian timbal balik 

antara kedua pihak. Kedua pihak tersebut, mempunyai 

prestasi yang harus dilaksanakan.  
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Perjanjian asuransi jiwa tunduk pada ketentuan yang 

terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata. 

 

 
 

Batalnya perjanjian asuransi disebabkan: 

 

 
 

Pada dasarnya, pertanggungan atau asuransi merupakan 
sebuah bentuk perjanjian, maka dengan demikian hal ini 
memiliki risiko batal atau dibatalkan jika tidak memenuhi 
syarat sahnya perjanjian yang mengacu pada ketentuan 
Pasal 1320 KUHPerdata. 

Memuat keterangan yang keliru atau tidak benar atau bila 
tertanggung tidak memberitahukan hal-hal yang 
diketahuinya, di mana apabila hal tersebut disampaikan 
kepada penanggung akan berakibat tidak ditutupnya 
perjanjian asuransi tersebut (Pasal 251 KUHD). 
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Penutupan asuransi dalam prakteknya dibuktikan 
dengan disetujuinya aplikasi atau ditandatanganinya 
kontrak sementara (cover note) dan dibayarnya 
premi. Setelah adanya perjanjian kontrak sementara 
tersebut, maka sesuai dengan ketentuan 
perundangan-undangan yang berlaku, penanggung 
atau perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis 
asuransi, hal ini diatur dalam Pasal 255 KUHD. 

Memuat suatu kerugian yang 
sudah ada sebelum perjanjian 
asuransi ditandatangani (Pasal 
269 KUHD). 

Memuat ketentuan bahwa tertanggung dengan 
pemberitahuan melalui pengadilan membebaskan si 
penanggung dari segala kewajiban yang akan datang (Pasal 
272 KUHD). 
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Perjanjian asuransi antara penanggung dan 

tertanggung bersifat yakni: 

1. Merupakan perjanjian penggantian kerugian dari 

penanggung kepada tertanggung akibat timbulnya 

kerugian. Pembayaran ganti kerugian harus 

seimbang dengan kerugian yang diderita tertanggung. 

2. Merupakan perjanjian bersyarat. Dalam perjanjian 

bersyarat, Prestasi penanggung terlaksana apabila 

telah dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam 

perjanjian  

3. Merupakan perjanjian timbal balik. Kedua pihak harus 

sama-sama berprestasi. Adanya hak dan kewajiban 

antara para pihak. Dalam hal ini penanggung 

berkewajiban memberikan penggantian ganti 

kerugian apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan 

risiko terhadap tertanggung dan penanggung berhak 

untuk menerima pembayaran premi dari tertanggung 

atas pengambilalihan risiko yang dapat menimbulkan 

kerugian kepada tertanggung. Begitu juga 

tertanggung berkewajiban membayar premi asuransi 

kepada penanggung dan tertanggung berhak 

menerima segala bentuk pembayaran ganti kerugian 

dari penanggung. 

4. Perjanjian asuransi bertujuan memberikan proteksi. 2 

(dua) teori perjanjian untuk mengetahui kapan 

terjadinya asuransi dan mengikat para pihak adalah: 

a. Teori tawar menawar (bargaining theory). 

Terjadinya perjanjian antara para pihak jika adanya 

penawaran dari pihak yang satu dan adanya 

penerimaan (acceptance) dari pihak lain atau 

sebaliknya. Kelebihan teori ini, dengan adanya 
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kesepakatan para pihak (penanggung dan 

tertanggung) maka terciptalah suatu kepastian 

hukum. 

b. Teori penerimaan (acceptance theory). 

 Terjadinya perjanjian asuransi dan mengikat para 

pihak saat penawaran benar-benar diterima oleh 

tertanggung. Dengan adanya persetujuan maka 

dibuat polis asuransi oleh penanggung. 

5. Perjanjian bersifat formal.  

Perjanjian asuransi dibuat dalam bentuk tertulis 

dalam sebuah akta yaitu polis asuransi (Pasal 255 

KUHD). Polis sebagai alat bukti tertulis untuk 

membuktikan perjanjian asuransi telah terjadi.  

6. Perjanjian konsensual. 

Asuransi terjadi sejak tercapainya kata sepakat 

antara kedua pihak sehingga masing-masing pihak 

harus melakukan pemenuhan prestasi berdasarkan 

ketentuan yang terdapat dalam perjanjian. 

7. Perjanjian khusus. 

Perjanjian asuransi memiliki karakteristik yang 

memberikan ciri khusus disebabkan: 

a. Perjanjian bersifat sepihak.  

 Hanya satu pihak memberikan janji yakni 

penanggung untuk mengganti suatu kerugian jika 

pihak tertanggung telah membayar premi sedangkan 

tertanggung tidak memberikan janji apapun. 

b. Perjanjian asuransi bersifat pribadi. Kerugian yang 

timbul secara pribadi bukan kerugian kolektif. 

c. Bersifat melekat pada syarat yang ditentukan 

penanggung karena hampir seluruh syarat perjanjian 

ditentukan oleh penanggung. 
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d. Terdapat itikad baik yaitu tercapainya perjanjian 

karena kata sepakat yang dilakukan dengan itikad 

baik, para pihak memiliki pengetahuan mengenai 

suatu fakta sehingga tidak terdapat cacat-cacat 

tersembunyi dalam perjanjian asuransi tersebut. 

e. Merupakan kontrak baku (standard contract). 

Perjanjian dibuat secara sepihak oleh penanggung 

yang sudah dibakukan, berstandar sama baik bentuk 

maupun isinya. 

Dalam perjanjian asuransi dikenal beberapa prinsip-

prinsip sebagai berikut: 
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1. Prinsip Kepentingan yang Dapat Diasuransikan 

(Insurable Interest). 

Dalam prinsip ini seseorang yang akan menutup 

perjanjian harus mempunyai kepentingan terhadap objek 

yang diasuransikan. Hal ini diatur pada Pasal 250 KUHD 

menyebutkan: “Apabila seorang yang telah mengadakan 

suatu perjanjian asuransi untuk diri sendiri, atau apabila 

seorang yang untuknya telah diadakan suatu asuransi, 

pada saat diadakannya asuransi itu tidak mempunyai suatu 

kepentingan terhadap barang yang diasuransikan itu, maka 

penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian.”  

Ketentuan Pasal 250 KUHD inilah yang membedakan 

antara asuransi dengan perjanjian untung-untungan atau 

perjudian seperti yang disebutkan dalam Pasal 1774 

KUHPerdata.  

 

2. Prinsip Itikad Baik (Utmost Good Faith). 

Penerapan prinsip ini, membebankan kewajiban 

kepada tertanggung untuk memberikan informasi yang jelas 

mengenai fakta penting terhadap objek yang diasuransikan. 

Saling percaya antara kedua pihak sangat penting dalam 

perjanjian asuransi yaitu dengan memberikan keterangan 

yang benar, teliti dan tidak keliru.  

 

3. Prinsip Keseimbangan (Indemnity). 

Dalam prinsip keseimbangan terkandung pengertian 

bahwa apabila terdapat musibah terhadap objek yang 

diasuransikan yang menimbulkan kerugian maka akan 

diberikan ganti rugi oleh penanggung guna mengembalikan 

posisi keuangan pihak tertanggung setelah terjadinya 
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kerugian. Karena itu, ganti rugi yang diterima tertanggung 

tidak boleh lebih besar dari pada kerugian yang dideritanya.  

Berlakunya asas indemnitas, hanya terdapat pada asuransi 

kerugian dan tidak berlaku pada asuransi jiwa karena 

dalam asuransi jiwa penanggung akan membayar penuh 

uang asuransi yang telah diperjanjikan tanpa melihat 

jumlah kerugian yang telah terjadi.  

 

4. Prinsip Subrogasi (Subrogation). 

Diatur dalam Pasal 284 KUHD yaitu: “Seorang penanggung 

yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang 

dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam 

segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga 

berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut, dan si 

tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap 

perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung 

terhadap orang-orang ketiga tersebut.”  

Dalam prinsip subrogasi diberikan hak kepada tertanggung 

untuk menuntut ganti rugi kepada penanggung dan pihak 

ketiga yang menyebabkan kerugian. 

 

5. Prinsip Sebab Akibat (Proximate Cause). 

Dalam prinsip ini, penanggung akan mencari sebab-

sebab terjadinya kerugian terhadap tertanggung.  

 

6. Prinsip Kontribusi (Contribution). 

Prinsip ini menyatakan apabila suatu objek 

pertanggungan dipertanggungkan kepada 2 (dua) 

penanggung atau lebih. Jika penanggung telah 

membayarkan ganti kerugian kepada tertanggung maka 
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penanggung berhak menuntut penanggung lain untuk 

membayar ganti kerugian yang diderita tertanggung.  

Penerapan prinsip itikad baik dalam perjanjian 

asuransi sangatlah penting. Itikad baik dalam perjanjian 

khususnya perjanjian asuransi membebankan kewajiban 

kepada tertanggung untuk memberitahukan dengan jujur, 

jelas, dan lengkap mengenai fakta-fakta yang berhubungan 

dengan objek yang dipertanggungkan.  

 

 
 

a. Pihak penanggung harus jujur menerangkan dengan 

jelas segala sesuatu tentang syarat atau kondisi dari 

asuransi yang bersangkutan dan menyelesaikan 

tuntutan ganti rugi dengan syarat dan kondisi 

pertanggungan. 

b. Sedangkan pihak tertanggung berkewajiban 

memberikan informasi yang sebenarnya terhadap 

objek yang diasuransikan artinya tertanggung tidak 

boleh menyembunyikan keterangan yang benar 

tentang sebab terjadinya kerugian. 

Dalam asuransi jiwa, seringkali terjadi pelanggaran 

terhadap prinsip atau asas itikad baik yakni tertanggung 

tidak jujur dalam menyampaikan informasi dengan 

menutupi dan menyembunyikan informasi penting 

kesehatan diri tertanggung. Pelanggaran tersebut dapat 

Itikad baik atas dasar percaya mempercayai antara pihak 
penanggung dengan pihak tertanggung dalam perjanjian 

asuransi artinya: 
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menyebabkan persoalan hukum di kemudian hari terhadap 

perjanjian yang sudah disepakati antara tertanggung 

dengan lembaga asuransi sebagai penanggung. Terutama 

jika terjadi klaim asuransi (jiwa) dari tertanggung, keluarga 

atau ahli warisnya. Penanggung menyatakan tertanggung 

mempunyai itikad tidak baik sehingga pengajuan klaim 

asuransi ditolak. 

Dalam perjanjian asuransi jiwa ada beberapa hal 

penyebab pelanggaran prinsip atau asas itikad baik yaitu: 

 

 
 

Dalam praktik, penyimpangan juga dapat dilakukan 

oleh perusahaan asuransi terhadap ketentuan yang 

terdapat dalam Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 

Tahun 2014. Saat semua persyaratan sudah dipenuhi oleh 

tertanggung dan tertanggung memberikan keterangan yang 
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jujur dalam mengisi surat permohonan, tepat waktu 

membayar premi asuransi, memberikan pengajuan klaim 

sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, namun 

pembayaran klaim masih belum dilaksanakan oleh pihak 

perusahaan dengan berbagai alasan sehingga pihak 

pemegang polis merasa dirugikan. 

Ketentuan bahwa perusahaan asuransi wajib 

melakukan pembayaran klaim asuransi yang diajukan oleh 

pemegang polis jika persyaratan sudah terpenuhi diatur 

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 

38/POJK.05/ 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/ POJK.05/ 2016. Begitu 

juga dalam Pasal 40 angka 1 POJK tersebut, diatur 

kewajiban perusahaan asuransi untuk menyelesaikan 

pembayaran klaim sesuai jangka waktu yang ditetapkan 

dalam polis asuransi paling lama dalam waktu tiga puluh 

hari sejak adanya kata sepakat antara pemegang polis, 

tertanggung atau peserta dengan perusahaan asuransi. 

  Apabila penanggung tidak melakukan pembayaran 

klaim asuransi maka tentunya timbul perselisihan antara 

penanggung dengan tertanggung. Dalam kegiatan 

perasuransian apabila terjadi suatu perselisihan atau 

sengketa sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian 

asuransi, penyelesaian dapat ditempuh melalui pengadilan 

(litigasi) dan di luar pengadilan (nonlitigasi).  

Penyelesaian sengketa asuransi melalui pengadilan 

sudah mulai ditinggalkan para pihak. Para pihak lebih 

cenderung memilih penyelesaian di luar lembaga 

pengadilan.  
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Dengan beberapa pilihan sebagai berikut: 

1. Negosiasi (musyawarah) 

Penyelesaian secara negosiasi (musyawarah) antara 

para pihak menjadi prioritas utama untuk melakukan suatu 

perdamaian yang bertujuan agar perselisihan atau 

persengketaan antara para pihak berakhir.  

Pada umumnya, penanggung dan tertanggung 

melakukan negosiasi terlebih dahulu dalam menyelesaikan 

sengketa yang berpedoman kepada polis asuransi 

berdasarkan kesepakatan para pihak.  

 

2. Mediasi  

Mediasi adalah proses musyawarah dalam 

penyelesaian masalah yang dilakukan oleh pihak dari luar 

yang netral (tidak memihak), tidak bekerja sama dengan 

para pihak yang bersengketa untuk membantu tercapainya 

suatu kesepakatan yang memuaskan kedua pihak yang 

bersengketa.  

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat 

diselesaikan pada BMAI atau Badan Mediasi dan Arbitrase 

Asuransi Indonesia yang dalam penyelesaiannya dikenal 

cepat, murah, adil, dan informal. Banyaknya sengketa 

penolakan klaim oleh perusahaan asuransi maka BMAI 

berupaya menjadi jembatan bagi kedua pihak yang 

bersengketa. Begitu juga dalam melaksanakan tugasnya 

perusahaan asuransi juga diawasi oleh Lembaga Otoritas 

Jasa Keuangan atau OJK yang telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2011 sebagai lembaga 

independen yang mempunyai kewenangan dalam 

pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan bank atau 

nonbank seperti perusahaan asuransi. 
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3. Arbitrase  

Arbitrase yang dilakukan oleh BMAI merupakan 

penyelesaian sengketa berdasarkan perjanjian arbitrase 

yang terdapat dalam SK BMAI No. 001/SK-BMAI/09.2014.  

Jadi, upaya penyelesaian sengketa asuransi melalui 

pengadilan adalah tindakan yang disegani oleh pihak 

penanggung karena dapat menimbulkan kesan tidak baik 

dalam masyarakat dan berpengaruh terhadap nama baik 

perusahaan.  
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BAB IV 

 

KESIMPULAN 
 

 

 

 

Perjanjian asuransi khususnya asuransi jiwa adalah 

perjanjian antara para pihak secara bertimbal balik. Para 

pihak wajib melakukan pemenuhan prestasi berdasarkan 

hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam hal ini, 

penanggung menerima pengalihan risiko terhadap objek 

yang dipertanggungkan, sedangkan tertanggung 

berkewajiban membayar premi asuransi yang disepakati 

oleh kedua pihak. Risiko akan beralih jika premi sudah 

dibayar tertanggung kepada penanggung.  

Perjanjian asuransi berjalan dengan baik jika para 

pihak mematuhi prinsip-prinsip dalam asuransi. Salah satu 

prinsip asuransi yang sering dilanggar oleh para pihak 

adalah prinsip itikad baik. Itikad baik merupakan kewajiban 

untuk memberikan informasi mengenai semua fakta 

material dengan jelas dan benar tentang pengalihan risiko 

dari tertanggung kepada penanggung. Penyampaian 

informasi mengenai fakta material harus dilakukan 

berkaitan dengan objek pertanggungan pada awal dan 

akhir perjanjian, selama berlaku perjanjian serta pada masa 

kerugian. Hal ini berhubungan dengan ganti kerugian yang 

akan diterima tertanggung.  

Apabila terjadi suatu perubahan terhadap objek 

pertanggungan dan perubahan tersebut tidak disampaikan 
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kepada penanggung maka penanggung tidak berkewajiban 

untuk membayar ganti kerugian, karena tertanggung 

dianggap melanggar prinsip itikad baik. Begitu juga dari 

pihak penanggung khususnya agen asuransi harus 

memberikan keterangan yang tidak menyesatkan mengenai 

produk asuransi yang dimiliki dengan sifat terbuka kepada 

calon tertanggung, sehingga terbentuk perjanjian asuransi 

yang seimbang antara kedua pihak yang mana tidak ada 

pihak yang dirugikan atau diuntungkan akibat adanya 

perjanjian asuransi jiwa tersebut. Dengan demikian dapat 

mencegah perselisihan atau sengketa antara para pihak.  
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